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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala
karena dengan izinnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021
dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan ini disusun sebagai bagian dari
perencanaan pembangunan lima tahunan OPD. Penyusunannya
berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan serta kebutuhan
masyarakat akan pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan dan
ketenagakerjaan yang di sinergikan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Agam periode 2016-2021. Di
samping itu, penyusunan rencana strategis ini juga memperhatikan
perencanaan yang disusun oleh pemerintah pusat, seperti RPJMN maupun
aturan-aturan dari kementerian/non kementerian terkait.

Rencana strategis ini merupakan panduan dalam menyusun rencana
kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan, dengan adanya pedoman perencanaan ini diharapkan
kinerja Dinas menjadi terarah sehingga bisa memberi kontribusi yang
berarti dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Agam
sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Kami menyadari ketidaksempurnaan dalam penyusunan Renstra ini,
karena segala keterbatasan yang dimiliki. Untuk itu, kami mohon maaf
kepada siapapun yang berkepentingan dengan Renstra ini atas segala
kekurangan yang ada. Akhirnya terima kasih dan penghargaan kepada
semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan Renstra ini, semoga
hasil kerjanya bermanfaat.

Lubuk Basung, Januari 2017
KEPALA,

FATIMAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680424 198903 2 020
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BAB I
PENDAHULUAN .

1.1. Latar Belakang

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) harus menyusun perencanaan mulai dari perencanaan
jangka menengah (lima tahunan) hingga perencanaan jangka pendek
(tahunan) yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik
akan menjadi arah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalalh jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat' di
tingkat Pusat dan Daerah. Sebagai petunjuk pelaksananya, diatur
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara FEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Agam
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2021, dan Peraturan Daerah
Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Agam Nomor 56
tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Pimpinan OPD bersama
pejabat dibawahnya, harus merumuskan rencana strategis organisasinya

untuk mewujudkan kesinambungan perencanaan pembangunan pada
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Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenggakexjaan untuk 2016-2021.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun, dimana penyusunannya diselaraskan
dengan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam
RPJMD.

Rencana strategis ini merupakan dokumen yang disusun
memperhatikan isu-isu Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan, dan
melihat kebutuhan yang sesuai dengan kewenangan dinas, serta
mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya dengan
mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi
sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan
arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu
5 (lima) tahunan. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Agam Tahun
2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan renstra ini.

Rencana Strategis diharapkan akan menentukan arah dan tujuan
suatu organisasi perangkat daerah untuk lima tahun kedepan yang
meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, metodologi, analisa situasi, tujuan
dan target.

Selain itu penyusunan dokumen Renstra ini juga memperhatikan
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat
dan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana
Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut :
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10.

14,

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor
Ketenagakerjaan,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telal’.l. diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun
2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2010 Tentanag Stanadar Pelayanan
Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah; 7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
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14.

15.

16.

17.

18.

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rénca;ngan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam tahun
2005-2025; |

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Agam Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 tahun 2016, tentang
Perubahan Organisasi Perangkat;

Peraturan Bupati Agam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran
tugas dan fungsi serta Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas ini dimaksudkan sebagai instrumen

untuk lebih mengarahkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana cara
mencapainya. Renstra ini merupakan awal dari proses akuntabilitas
organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dalam

penyusunannya melibatkan unsur internal baik pegawai maupun jajaran

pimpinan, serta memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang

terkait (stakeholders).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan adalah untuk :

Rencana Strategis 2016-2021 4



a. Memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan-tindakan dan
pemikiran strategis organisasi serta lebih mengarahkan aktivitas
organisasi kepada tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta
strategi-strategi yang akan digunakan untuk mencapainya.

b. Menjadi acuan, pedoman dan bahan dalam penyusunan rencana kerja
tahunan (operational planj.

c. Menjadi acuan dan bahan dalam penyusunan rencana kinerja
(Performance plan).

d. Menjadi acuan dan bahan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan
pengendalian kegiatan yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

e. Menjadi acuan dan bahan dalam melakukan pengendalian, dan

pengawasan serta penyusunan Pelaporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra ini mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.2 Sumber Daya
2.3 Kinerja Pelayanan
Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan
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Bab IV.

Bab V.
Bab VI.
Bab VII.

Bab VIII.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan |

4.2. Sasaran

Strategi dan Kebijakan

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penutup
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